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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PBB mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs), yang dipresentasikan 

oleh berbagai negara pada tanggal 25 September 2015. Tujuan menyeluruh SDGs 

adalah untuk mengakhiri kemiskinan global dan melindungi dan memastikan 

kesejahteraan setiap orang di bumi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang pelaksanaannya dimulai 

pada periode 2015-2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berisi 17 tujuan dan 

mesti diraih saat tahun 2030. 

Butir ke-16, “Peace, Justice, and Strong Institutions” memuat salah satu program 

kerja PBB untuk mengamankan keadilan hukum di dunia. Tujuan butir 16 dalam SDGs 

menyatakan pengembangan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua 

tingkatan, menyediakan cakupan untuk keadilan bagi semua, dan dukungan penduduk 

bagi pembangunan berkelanjutan yang rukun serta menyeluruh. Target ke 11 dalam 

tujuan poin ini yakni menciptakan institusi yang transparan dan bertanggung jawab, 

serta meyakinkan bahwa keputusan yang diambil partisipasif, responsif juga tata 

kelola global. 

 Pemerintahan dalam rangka menciptakan lembaga yang bertanggungjawab 

serta transparan, membutuhkan kerja sama dan keharmonisan di antara departemen 

dan personelnya, yang memainkan peran penting dalam menggapai tujuannya. 

Pegawai merupakan salah satu tenaga pemerintahan yang mempunyai peran sebagai 

faktor penentu keberhasilan tujuan organisasi, karena pegawai langsung 

bersinggungan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan. Kinerja para 
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pegawai harus selalu ditingkatkan. Oleh karena itu untuk memiliki sumber daya 

manusia yang sesuai dengan kebutuhan, salah satu upaya yang dilakukan adalah 

dengan memberikan perhatian berupa penghargaan pada pegawai.  

Tindakan guna meningkatkan kinerja adalah dengan menawarkan penghargaan 

untuk pekerjaan yang baik, mendorong karyawan, mengembangkan kemampuan 

mereka melalui pelatihan, dan menggunakan teknik kepemimpinan yang kuat. Jika 

insentif kinerja segera diberikan, kinerja pegawai akan meningkat, dan pemerintah 

akan mengetahui apa yang diinginkannya sebagai hasil dari upayanya. 

Penghargaan yang diberikan dapat berbentuk uang maupun fasilitas lainnya. 

Dasar hukum yang mengatur kepegawaian adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 21 Undang-undang Aparatur Sipil Negara 

disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan dan 

fasilitas lainnya. Langkah yang ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan pegawai yang diharapkan akan ikut meningkatkan disiplin dan kualitas 

kinerja pegawai sehingga dapat bekerja lebih giat dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Upaya untuk dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah diberlakukan Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ini berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan 

dimana besarnya juga ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran serta beban kerja. 

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dasar 

hukumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan 
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tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang 

objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh 

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Peraturan Gubernur Sumsel No 4 Tahun 2013 terkait Tunjangan Penghasilan 

PNS dan CPNS diLingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel telah ditetapkan sebagai 

peningkatan kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan 

tetap memperhatikan ketersediaan tenaga kerja daerah. anggaran. Pemerintahan 

provinsi Sumsel memberikan tambahan pendapatan pegawai kepada PNS dan CPNS 

Upaya untuk mencapai tujuan organisasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Disiplin pegawai sangat erat kaitannya terhadap kualitas atau kinerja 

organisasi yang secara konsisten harus selalu dijaga dan ditingkatkan, salah satu 

caranya adalah dengan memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 

terhadap para pegawainya sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 

Sumatera Selatan Nomor 397/KPTS/BKD/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah sebagai rencana 

meningkatkan kesejahteraan pegawai secara keseluruhan, Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Tugas adalah pemberian penghasilan tambahan pada PNS serta CPNS di 

lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan selain upah dan 

tunjangan. Hal itu dilakukan selaras pada peraturan perundang-undangan. 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai 

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil akan diberikan setiap pegawai 

perorangan sesuai dengan jumlah absensinya setiap bulan. Adapun pemberian 
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Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi PNS dan CPNS di lingkungan 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini bertujuan untuk: (1) 

meningkatkan kinerja PNS dan CPNS; (2) meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat; (3) meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS. 

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja seharusnya akan 

berdampak positif bagi peningkatan kinerja yang terwujud dalam laporan capaian 

kinerja menunjukan tingkat capaian yang cukup baik. Penerimaan reward dan 

punishment diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan kinerja para pegawai 

sehingga tercapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 

Pegawai menurut jabatan struktural serta pangkat mendapat tambahan gaji 

tergantung beban kerja, tetapi beberapa pekerjaan fungsional dikelompokkan 

berdasarkan pangkat/golongan.. Tergantung dari pencapaian kinerja yang dihasilkan, 

tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja itu sendiri bisa naik atau turun. 

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Nomor 25/KPTS/BKD/202 tentang petunjuk teknis Pemberian 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja akan dibayarkan setelah berakhirnya 

bulan berjalan. Pemberiannya dilakukan dengan memperhatikan tingkat kehadiran 

pegawai. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan 

system absensi elektronik (fingerprint), maka perhitungan jumlah Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dikaitkan dengan sistem absensi fingerprint 

tersebut. Jika absensi fingerprint mengalami kendala teknis maka saat itu dilakukan 

secara manual. Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 

dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening bank Pegawai Negeri 

Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil. 
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Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam membantu 

Kepala Daerah dalam menyelanggarakan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian 

daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan 

yang terdapat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam 

menjalankan proses pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, 

salah satunya adalah yang digambarkan oleh tabel 1 berikut: 

Table 1. Rekap Absensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

bulan Januari-juni 2022 

Bulan Jumlah Pegawai Hadir Tepat Waktu Hadir Terlambat 

Januari 68 Orang 63 Orang 6 Orang 

Februari 68 Orang 58 Orang 13 Orang 

Maret 68 Orang 58 Orang 10 Orang 

April 68 Orang 68 Orang - 

Mei 68 Orang 59 Orang 9 Orang 

Juni 68 Orang 58 Orang 10 Orang 

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2022 

Berdasarkan data absensi kehadiran pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

periode Bulan Januari sampai Bulan Juni 2022, terdapat masih banyak pegawai yang 

datang terlambat saat melakukan absensi, hal tersebut menjadi masalah sebab akan 

menganggu kinerja serta kualitas pelayanan yang diberikan pegawai 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pegawai bagian 

Pembinaan Kepegawaian, Risna Puspita Sari: 

“Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ini diberikan 

sesuai dengan jabatan atau golongan yang telah ditentukan, 

kemudian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ini 

dibayarkan tiap bulan dengan hitungan absensi dan laporan kerja. 
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Pada tahun ini pemberian Tambahan penghasilan yang seharusnya 

dibayarkan bersifat rutin diterima tiap bulan mengalami 

keterlambatan. Tambahan penghasilan tetap dibayarkan tapi tidak 

diberikan sesuai dengan waktunya” (Wawancara, 22 Agustus 2022) 

 

Berdasarkan data tabel dan hasil wawancara menunjukan bahwa kebijakan 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan petunjuk teknis 

dibayarkan setelah berakhirnya bulan mengalami keterlambatan. Fenomena ini 

menunjukan bahwa masih ada kendala. Dengan demikian, perlu diteliti lagi kebijakan 

pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diBadan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Sumsel. 

Topik Penelitian tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 

menjadi kajian yang menarik bagi beberapa peneliti dan mengkaji dari sudut pandang 

yang beragam. Ada yang melihat dari aspek antara lain pemberian Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan kinerja pegawai (Aryani, dkk, 2021) , pemberian Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan dalam motivasi kerja pegawai (Roringkon, 2021), pemberian 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan produktivitas kerja pegawai  (Mogalana, dkk, 

2020) 

Bagi kalangan penelitian Administrasi publik kajian Tambahan Penghasilan juga 

sudah banyak dengan fokus kajian yang berbeda. Ada yang melihat dari Aspek 

Disiplin kerja pegawai (Ningsih, dkk, 2021) faktor penghambat dalam pemberian 

Tambahan Penghasilan (Sukriah, dkk, 2021, dan Syahrinullah, dkk, 2021) faktor yang 

mempengaruhi pemberian Tambahan Penghasilan  (Purbaseta, dkk, 2021; dan 

Aliffia,dkk, 2020). 

Namun, penelitian yang melihat Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban 

Kerja dengan fokus, Studi implementasi masih sedikit (Sumual , 2021; Aryani, dkk, 

2021; Suryani, dkk 2021).  
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan 

Beban Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.  Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Administrasi Publik khususnya 

konsentrasi Kebijakan Publik.  

2.  Manfaat Praktis 

 Sebagai pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pemecahan masalah terkait dengan 

kebijakan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
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